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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya pelayanan 

pembuatan surat izin mengemudi di unit penerbitan SIM 

Satlantas Gorontalo Kota secara umum adalah mengenai 

kurangnya petugas SATPAS, pemberian suap dan 

pelaksanaan pelayanan pembuatan SIM yang tidak sesuai 

prosedur SIM, dilihat dari sudut kualitas dan kuantitas, 

kekurangan anggota SATPAS menjadi satu kelemahan bagi 

unit penerbitan SIM, kemudian petugas yang tidak 

memahami prosedur, tidak transparan, kurang professional 

dan bermoral dengan berbagai alasan yang sudah tidak 

sesuai lagi dengan SOP. Dalam hal ini Kanit registrasi dan 

identifikasi SIM dituntut dapat menemukan solusi untuk 

dapat memperbaiki dan pelaksanaan yang efektif sesuai 

SOP. 

2. Untuk mengatasi dan mengupayakan keefektifan pelayanan 

pembuatan SIM yang di tinjau dari SOP di Satlantas 

Gorontalo Kota, Kanit registrasi dan identifikasi SIM dalam 

hal kekurangan petugas kepala Kanit masih 
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memaksimalkan petugas yang ada dan berharap ada 

penambahan petugas, kemudian kanit dan pihak lainnya 

membuat ruang pengaduan dan kotak pengaduan sehingga 

ketika ada  pelanggaran maka akan diproses sesuai dengan 

pelanggaran tersebut, namun fungsi dari ruang dan kotak 

pengaduan belum bisa dimaksimalkan dengan baik karena 

masih ada yang belum paham apa kegunaan dari ruang dan 

kotak pengaduan, kemudian dalam hal memproses oknum 

dan memberikan sanksi masih ditutupi oleh petugas, 

seharusnya proses dan pemberian sanksi harus dilakukan 

secara transparan karena dari situlah dilihat kinerja petugas 

dalam hal mengatasi pelanggaran yang tidak sesuai aturan. 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan saran 

sebagai berikut: 

1. Beberapa masalah yang terjadi dalam pembuatan surat izin 

mengemudi bukanlah hal yang baru, karena faktor tersebut 

biasanya ditemui di lapangan, faktor-faktor seperti itulah 

yang harus bisa diselesaikan oleh pihak kepolisian, karena 

faktor itulah yang bisa memperburuk nama dan citra 

kepolisian dimata masyarakat, dalam hal ini bukan 

sistimnya yang salah akan tetapi personal atau dari diri 

seseorang itu sendiri, sistimnya sudah berjalan dengan baik 
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hanya yang menjalankan sistim tersebut yang masih 

melakukan kesalahan. Jadi kedepannya sebagai anggota 

Polri khususnya Polisi Lalu Lintas yang akan 

mengawakilinya haruslah dibekali dengan pengetahuan, 

pemahaman dan keterampilan yang baik berkaitan dengan 

Registrasi dan Identifikasi Surat Ijin Mengemudi sebagai 

upaya untuk menunjang kegiatan tersebut antara lain 

melalui pelatihan, penataran dan pendidikan serta menjadi 

petugas yang bermoral, transparan, prosedur dan 

professional. 

2. Diharapkan kepada Pihak kepolisian untuk bekerjasama 

dengan masyarakat dalam mengatasi masalah tersebut, serta 

diharapkan pula kepada pihak kepolisian untuk menindak 

tegas oknum yang berperan dalam pelanggaran tersebut, 

kemudian pihak kepolisian khususnya Satlantas yang 

bertugas dalam pelayanan pembuatan SIM untuk 

memberikan sosialisasi tentang prosedur pembuatan surat 

izin mengemudi sehingga masyarakat bisa mengetahui 

prosedur tata cara proses pembuatan SIM, serta pihak 

kepolisian harus mengantisipasi keadaan seperti halnya 

kekurangan anggota dalam suatu unit, karena hal tersebut 

bisa berdampak besar dalam hal pelaksanaan tugas 

dilapangan, sehingga perlu adanya penambahan anggota di 
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setiap unit, sehingga bisa membantu melaksanakan tugas 

dengan baik dan profesional, kemudian petugas dilapangan 

diharapkan lebih transparan dalam melakukan fungasi dan 

tugas, terutama dalam pelaksanaan pelayanan dan dalam 

melakukan proses pemberian sanksi terhadap oknum yang 

melakukan pelanggaran.  
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